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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberi keleluasaan kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kebijakan
tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan
atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan
kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk
mempercepat pembangunan daerah dan lgju pertumbuhan ekonomi, mengurangi
kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik (Andirfa (2009)
dalam Putu,dkk (2014)). Adanya otonomi daerah diharapkan semakin
meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga
mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka pel aksanaan otonomi daerah diharapkan mampu
membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pel aksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan
untuk mengel ola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya
sesual dengan aspirasi masyarakat daerah. Dalam konteks penerimaan pendapatan

dan anggaran daerah mempunyai kaitan yang erat terhadap keberhasilan



pembangunan dan pel aksanaan otonomi daerah, oleh karenaitu harus dikelola

secara efektif, efisien, dan profesional serta berkelanjutan.

Meski sudah berjalan hampir 15 tahun, namun hingga kini pel aksanaan otonomi
daerah masih dihadapkan pada berbagai masalah strategis. Mula dari masalah
daerah pemekaran berkinerja buruk hingga persoalan pengelolaan sumberdaya

alam lokal.

Pendapatan Adli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah
yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal
mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri
diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya
sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan padafasilitas atau faktor yang
berasal dari luar. Adisasmita (2010). Namun permasalahan yang dialami saat ini
bahwa sebagian besar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan atau
kontribusi PAD-nya masih tergolong kategori rendah, sehingga masih diperlukan
bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan (Dana Alokasi
Umum, Dana Alokas Khusus, dan Dana Bagi Hasil), atau dengan katalain
ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat masih tinggi. Dana
Perimbangan sendiri merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dial okasikan kepada daerah untuk

membiayai kebutuhan daerah.

PAD dan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki
peran utama dalam pel aksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan

utama penyel enggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan



publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo (2002) dalam Marviana
(2011)). Kedua sumber pendapatan daerah ini memang sulit untuk dipisahkan
karenatingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat
masih tinggi. Pemerintah daerah belum mampu mengandalkan PAD-nya sendiri
dan masih sangat tergantung dana dari pemerintah pusat, yaitu dana perimbangan.
Kombinasi kedua sumber pendapatan ini akan menghasilkan pendapatan yang
lebih besar bagi daerah guna meningkatkan alokasi belanja daerah masing-

masing.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan.
Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka otomatis pemerintah akan
meningkatkan belanja untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur.
Infrastuktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka
masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman
yang akan berpengaruh padatingkat produktivitasnya yang semakin meningkat,
dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk
membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka
akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat

meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah.



Gambar 1.1

Grafik PAD pada Kabupaten/Kota di Lampung tahun 2009-2013:
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Gambar 1.2

Grafik Dana Perimbangan pada K abupaten/Kota di Lampung tahun 2009-2013:
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Gambar 1.3

Grafik Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Lampung tahun 2010-2014:
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Gambar 1.4
Grafik Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Lampung tahun 2009-

2013:
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Dari grafik di atas dapat terlihat di Provinsi Lampung datarealisasi APBD selama
5 tahun, yaitu dari tahun 2009-2013 data mengenai pendapatan asli daerah dan
dana perimbangan mengalami peningkatan selama 5 tahun tersebut, kecuali untuk
2 kabupaten Way Kanan dan Tanggamus pada tahun 2010 mengalami penurunan
akan tetapi belanja daerah di tahun 2011 meningkat, padahal seharusnyajika PAD
dan Dana Perimbangan menurun diikuti dengan belanja daerah yang juga
menurun. Selanjutnya dilihat dari grafik pertumbuhan ekonomi, ada beberapa
kanupaten yang pertumbuhan ekonominya tidak stabil yaitu naik dan turun, akan

tetapi belanja daerah tetap mengalami kenaikan.

Penelitian dalam skripsi ini mencoba mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh
Masdjojo,dkk (2009) untuk meneliti kembali pengaruh PAD dan dana
perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Masdjojo,
dkk (2009) yaitu bahwa PAD dan dana perimbangan yang di bagi menjadi dana
alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap belanja daerah di Kab/Kota di Jawa Tengah, kecuali
untuk dana alokasi khusus hasilnya berpengaruh tetapi tidak signifikan. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel. Jika pada
penelitian sebelumnya menggunakan empat variabel yaitu PAD, dana alokasi
umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus, sedangkan pada penelitian ini
menggunakan tiga variabel, yaitu PAD, dana perimbangan, dan pertumbuhan
ekonomi. Pada penelitian ini dana perimbangan tidak dipecah seperti penelitian
sebelumnya. Data pendlitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah laporan
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2009-

2013 dan APBD tahun 2010-2014 pada pemerintah Kabupaten/Kota di Lampung,



serta data pertumbuhan ekonomi tahun 2009-2013. Berdasarkan latar belakang

diatas, maka penelitian dalam skripsi ini diberi judul ’Pengaruh Pendapatan

Adli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi

L ampung.
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Perumusan dan Batasan M asalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1

122

Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah
pada kabupaten/kota di Lampung?

Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah pada
kabupaten/kota di Lampung?

Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja daerah pada

kabupaten/kota di Lampung?

Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1

Analisis dilakukan pada data L aporan Realisasi APBD secararutin di situs
Dirjen Perimbangan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran
2009 s.d 2013 serta APBD tahun anggaran 2010-2014.

Penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kota di Lampung yang telah

memasukkan data laporan Realisass APBD dan APBD secararutin dan



dipublikasikan di situs Dirjen Perimbangan K euangan Pemerintah Daerah
pada tahun 2009 s.d 2014.

3. Pendlitian dilakukan pada Kabupaten/K ota yang mel aporkan anggarannya
dari sektor PAD dan Dana perimbangan yang digunakan sebagai bahan
penelitianini.

4. Penelitian Pendlitian dilakukan pada K abupaten/K ota yang melaporkan
data pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan di publikasikan di situs Badan

Pusat Statistika(BPS).

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Pendlitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang disgjikan maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
seberapa besar pengaruh hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,
dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah pada K abupaten/K ota di
Lampung sebagai langkah penting untuk memahami kondisi praktik akuntansi

pemerintahan.

1.3.2 Manfaat Penditian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanf aat

sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintahan
Bagi pihak pemerintahan penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan usaha perbaikan dalam pelaksanaan dan



pengal okasian anggaran daerahnya terutama dari sektor belanja, sehingga
dapat meningkatkan pelayanan kepada publik khususnya dalam hal ini

Kabupaten/K ota di Lampung.

Bagi Akademisi

Bagi dunia akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai kontribusi dalam pengembangan teori dan dapat dijadikan sebagai
pelengkap penelitian serupayang di lakukan terdahulu serta sebagai bahan

referensi bagi penelitian selanjutnya.



